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ABSTRAK 

Halal adalah adalah suatu klasifikasi dalam Agama Islam yang mengatur batasan-
batasan mengenai barang/produk apa yang baik dan tidak dilarang untuk digunakan 
atau dikonsumsi oleh umat Islam. Produk halal kini menjadi komoditi yang 
menjanjikan yang dapat memberi keuntungan sekaligus memberi jaminan bagi para 
konsumennya. Oleh karena itu muncul praktik-praktik tidak elok oleh para pelaku 
usaha demi meraup keuntungan dari komoditi halal salah satunya adalah yang 
dibahas dalam penulisan hukum ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi 
Konsumen Terhadap Praktik Penggunaan Label Halal Tidak Resmi”.  

Perlindungan Konsumen adalah aspek yang tepat untuk dijadikan acuan dalam 
menyikapi praktik penggunaan label halal tidak resmi. Praktik tersebut 
menimbulkan kekhawatiran tidak hanya pada kualitas suatu produk, namun juga 
dengan kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap produk yang beredar serta 
juga terhadap pemerintah selaku pengawas dan penindak setiap proses keluar dan 
masuknya barang di masyarakat. Sehingga perlu diuji apasaja yang dapat dilakukan 
demi melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh adanya praktik 
penggunaan label halal tidak resmi. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji suatu hal 
melalui bahan pustaka dan data sekunder. Penulis mengkaji praktik penggunaan 
label halal tidak resmi melalui dua peraturan perundang-undangan yang utama 
yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibantu dengan buku-buku dan 
peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan label halal tidak resmi 
merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal-pasal yang dilanggar 
atau diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat 4 klasifikasi yang termasuk 
praktik penggunaan label halal tidak resmi yaitu: Pencantuman Label Halal palsu 
atau dengan bentuk yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan; Pencantuman 
Label Halal palsu atau tanpa melalui prosedur Labelisasi Halal dan Sertifiikasi 
Halal yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal setelah berlakunya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ataupun prosedur 
yang digunakan oleh LPPOM MUI sebelum berlakunya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Pencantuman 
Label Halal berdasarkan sertifikat palsu atau sertifikat yang telah lampau masa 
berlakunya dan tidak diperpanjang; dan Pencantuman Label Halal berdasarkan 
sertifikat yang diterbikan oleh lembaga yang tidak diakui oleh pemerintah. Praktik 
penggunaan label halal tidak resmi dapat dikenai sanksi administrasi berupa 
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pencabutan sertifikat halal dan pencabutan izin usaha serta izin produksi; dikenai 
sanksi pidana denda dan penjara; dan dapat dimintakan ganti rugi kepada Pelaku 
Usaha. 
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